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PENUTUP

A. Simpulan

Kebijakan pelayanan pengaduan HAM di Komnas HAM telah
diimplementasikan dengan baik namun belum mencapai titik optimal.
Sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan
pengaduan HAM dikategorikan dalam empat dimensi, yaitu komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Efektivitas komunikasi antar
pihak yang terlibat menjadi kunci keberhasilan implementasi. Hambatan dalam
transmisi informasi kebijakan pelayanan pengaduan dapat mengganggu
pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, yang menunjukkan bahwa
komunikasi yang jelas dan konsisten sangat penting. Sementara itu, faktor
sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten,
anggaran yang memadai, dan fasilitas pendukung yang cukup. Di tingkat
Sekretariat Jenderal, jumlah pegawai yang menangani pengaduan dianggap
cukup, namun di beberapa Sekretariat Komnas HAM Provinsi masih terdapat
kekurangan. Perhatian terhadap kesehatan mental pegawai melalui layanan
konseling juga perlu diperhatikan. Anggaran yang terbatas sering menghambat
pelaksanaan program penting, dan fasilitas juga perlu ditingkatkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan inklusif.

Pada variabel disposisi, sikap positif pegawai terhadap kebijakan sangat
berpengaruh pada efektivitas implementasi. Meskipun banyak pegawai
mendukung kebijakan baru, variasi pemahaman di antara mereka dapat
menghambat pelaksanaan. Selain itu, ketiadaan Standar Operasional Prosedur
(SOP) yang jelas menyebabkan kebingungan dalam proses pelayanan.
Fragmentasi dalam struktur organisasi juga menghambat aliran informasi dan
koordinasi antar unit, sehingga Struktur Organisasi dan Tata Kerja perlu
dievaluasi. Untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pelayanan pengaduan
HAM, Komnas HAM harus mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi
dan inklusif.

Perumusan strategi implementasi kebijakan pelayanan pengaduan

HAM dilakukan melalui analisis SWOT untuk memetakan kekuatan,



kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Komnas HAM. Analisis ini
menjadi dasar untuk mengidentifikasi prioritas strategis dan menentukan arah
implementasi kebijakan yang efektif. Pendekatan ini menghasilkan sejumlah
strategi yang diintegrasikan ke dalam action plan, termasuk menyusun dan
mengesahkan SOP, penguatan koordinasi internal, pengembangan aplikasi
berbasis teknologi informasi, peningkatan fasilitas dan layanan inklusif, serta
kolaborasi lintas lembaga dalam menangani pengaduan. Hasil analisis SWOT
membantu memastikan strategi yang diambil relevan dengan kebutuhan
organisasi dan masyarakat.

Strategi-strategi ini dirangkum dalam action plan yang selaras dengan
dokumen Blueprint Penanganan Terintegrasi Dukungan Pelayanan Pengaduan
Hak Asasi Manusia Komnas HAM 2023-2026. Blueprint ini menjadi pedoman
dalam memperkuat layanan pengaduan, memastikan kebijakan yang
dirumuskan relevan dengan tantangan penyelenggaraan layanan. Strategi ini
juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),
khususnya Tujuan 16, yang menekankan pentingnya membangun lembaga
yang kuat, transparan, dan memberikan akses keadilan bagi semua.
Implementasi kebijakan yang inklusif dan kolaboratif melalui mekanisme
rujukan lintas lembaga akan mempercepat penanganan pengaduan,
menciptakan kepercayaan publik, serta mendukung terciptanya masyarakat

yang damai dan inklusif.

B. Saran
Untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam kebijakan pelayanan
pengaduan HAM, peneliti menyampaikan sejumlah saran kepada Komnas

HAM untuk:

1. Melakukan penyusunan SOP serta perubahan SOTK

Komnas HAM perlu menyusun dan mengesahkan SOP yang baku
untuk memastikan seluruh proses pelayanan pengaduan berjalan secara
terstruktur dan konsisten. Langkah ini perlu diikuti dengan memperjelas
SOTK guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan kebijakan. Selain itu,

sosialisasi SOP dan SOTK kepada seluruh unsur pemberi layanan harus
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dilakukan secara menyeluruh agar setiap pihak memahami dan
melaksanakan prosedur dengan seragam. Evaluasi berkala terhadap SOP
dan SOTK juga menjadi prioritas untuk memastikan relevansi dan
efektivitasnya seiring dengan kebutuhan organisasi.
. Melakukan penguatan infrastruktur dan teknologi layanan

Komnas HAM perlu mengembangkan aplikasi layanan berbasis
teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas, terutama bagi
kelompok rentan dan marjinal. Pengembangan ini harus didukung dengan
penyediaan fitur ramah pengguna yang memungkinkan pengaduan dapat
disampaikan dengan mudah dan cepat. Selain itu, peningkatan fasilitas
layanan pengaduan, seperti ruang laktasi, toilet ramah disabilitas, guiding
block, dan informasi pengaduan dalam format yang mudah diakses, harus
menjadi perhatian utama. Komnas HAM juga disarankan untuk
memperkuat Sentra Layanan Informasi Pengaduan HAM Satu Pintu
Inklusif, yang dapat meningkatkan responsivitas pelayanan sekaligus
menunjukkan komitmen terhadap prinsip inklusivitas. Untuk mendukung
langkah ini, refocusing anggaran guna meningkatkan fasilitas keamanan,
seperti penyediaan metal detector, perlu dilakukan untuk menjaga
keselamatan pengadu dan pegawai.
. Melakukan penguatan kompetensi dan motivasi pegawai

Komnas HAM perlu menyusun program pelatihan berjenjang yang
melibatkan narasumber berpengalaman guna meningkatkan kompetensi
pegawai dalam menangani pengaduan serta memahami prinsip-prinsip
HAM secara mendalam. Pelatihan ini harus mencakup pengembangan
keterampilan, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan, sehingga dapat
memberikan bekal yang memadai kepada pegawai untuk menjalankan
tugasnya secara profesional. Selain itu, mekanisme reward yang lebih
komprehensif perlu diterapkan untuk mendorong motivasi pegawai dalam
memberikan layanan terbaik. Penyediaan layanan psikologi dengan akses
ke konselor dan psikolog profesional juga sangat diperlukan untuk menjaga

kesehatan mental pegawai.



4. Melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi strategis

Komnas HAM perlu mengoptimalkan peran Forum Konsultasi
Publik (FKP) sebagai wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat,
memperkuat transparansi kebijakan, dan melibatkan masyarakat dalam
evaluasi pelayanan pengaduan HAM. FKP sebaiknya dilaksanakan secara
rutin, minimal dua kali setahun, dengan melibatkan lebih banyak aktor
eksternal untuk meningkatkan partisipasi publik secara aktif. Selain itu,
informasi terkait prosedur keamanan dalam pelayanan pengaduan harus
disampaikan secara berkala melalui berbagai kanal komunikasi untuk
memastikan semua pihak memahami langkah-langkah mitigasi risiko.
Koordinasi strategis dengan stakeholder nasional dan lembaga HAM
internasional juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas
mekanisme rujukan pengaduan, baik di tingkat nasional maupun lintas
negara.

Upaya yang telah dirumuskan melalui berbagai saran strategis ini tidak
hanya mendukung pencapaian Tujuan 16 SDGs yang menitikberatkan pada
perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, tetapi juga menjadi
langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Komnas
HAM sebagai lembaga yang responsif dan inklusif. Dengan mengadopsi action
plan yang telah dirancang, Komnas HAM dapat lebih efektif dalam
mengimplementasikan kebijakan pelayanan pengaduan di masa mendatang,
sekaligus memperkuat perannya dalam melindungi dan memajukan hak asasi
manusia di Indonesia. Pada akhirnya, penelitian ini dapat diperdalam melalui
penelitian-penelitian selanjutnya yang berfokus pada Peraturan Komnas HAM
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Pengaduan pada aspek yang berbeda,

misalnya seperti evaluasi, collaborative governance, dan lain sebagainya.
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Apabila
belum
memadai,
menurut
Bapak/Ibu,
sarana dan
prasarana apa
yang perlu
dikuatkan?
Mohon
diberikan
penjelasan.

16-Oct-24

UPS

Inf2

Untuk pengadu kalau ruangan di bawah sih udah
bagus, tapi tadi untuk ruang privat ya, untuk yang
terkait dengan pengaduan hal yang sensitif ya. Untuk
perempuan, anak-anak, dan disabilitas. Mungkin
Mungkin ada ruang khusus agar mereka bisa nyaman
untuk menyampaikan pengaduan, selain itu untuk
keamanan. Keamanan juga itu perlu diperhatikan.
Karena mungkin ada pengaruh yang bisa mengancam
jiwa, fisik. Kita bukan punya pretensi curiga terhadap
pengadu, tapi ini kan untuk mitigasi kan. Nah
misalkan ada alat apa untuk metal detector. Kan
untuk mencegah orang bawa senjata, nggak boleh.
Mesikpun kita sudah ada himbauan kan, nggak boleh
bawa senjata. Tapi siapa tahu kedepan itu mungkin
ada. Itu alat seperti itu untuk pengaduan, penting.

Untuk perwakilan mungkin gedung yang layak untuk
pengaduan. Berapa kaantor perwakilan yang saya
kunjungi itu belum layak. Mungkin butuh
peningkatan fasilitasnya.

11-Oct-24

HK

Inf3

(tidak ditanyakan, karena sudah terjawab dalam
pertanyaan Q22)

14-Oct-24

HSI

Inf4

(Tidak ditanyakan)

16-Oct-24

IIS

Inf5

(Tidak ditanyakan)

11-Oct-24

ESM

Inf 6

(Tidak ditanyakan)

28-Oct-24

SA

Inf8

Yang pertama, kalau soal sarana kita kan kekurangan
ruangan. Jadi ruangan ini kan kita butuh rombak
renovasi.

Jadi kita sudah ajukan, nah informasinya di awal
tahun itu akan direnovasi besar renovasinya lebih
kurang membutuhkan anggaran 100 juta rupiah.

Nah itu sudah masuk dalam apa prioritas di Komnas
HAM. InshaAllah dengan adanya renovasi-renovasi
itu saya pikir terkait layanan sarana prasarana itu
sudah bisa kita atasi.

22-Oct-24

NY

Inf9

(Tidak ditanyakan)

25-Oct-24

ASB

Inf 11

Sarana dan prasarana untuk pengaduan memang
sampai saat ini kami tidak punya ruangan khusus buat
pengaduan.

kalau untuk sarana untuk disabilitas kita belum ada
Mas, toilet juga masih standar, kursiroda juga belum
ada kita belum memiliki Mas

itu mungkin PC atau laptop karena itu kan penting
untuk menunjang aktivitas di sini, kalau soal ruangan
kita bisa akali

17-Oct-24

NSA

Inf 13

Kurangnya itu mungkin ya yang paling kelihatan gitu
ya, yang paling sering diminta oleh sampaikan oleh
pengadu (toilet)




11-Oct-24 | GBR Inf 14 | Hmm gimana yak, persoalan sarpras ini kan
seharusnya tidak menjadi tanggung jawab biro
penegakan sendiri. Tapi berkoordinasi dengan biro
umum. Contohnya fasilitas disabilitas yang sudah
beberapa kali menjadi catatan dari Kemenpan-RB.
Masih memerlukan guiding block, toilet disabiltas,
leaflet dengan huruf braile. Bahan bacaan untuk
pengadu di ruang tunggu serta belum optimalnya
ruang pengaduan privat akibat digunakan untuk ruang
penyimpanan arsip salah satu hal yang perlu
dibenahi. Kalo untuk sarpras penunjang kerja juga
masih perlu beberapa hal yang ditingkatkan sih,
seperti kapasitas wifi yang kadang masih lambat,
perlunya pengadaan laptop baru bagi beberapa
pegawai, ketersediaan mesin fotocopy dan scanner
tambahan. Mungkin apabila memang tidak dapat
sepenuhnya disediakian oleh biro umum, ya mungkin
dapat disediakan pos anggaran secara khusus untuk
pemenuhan sarpras.
16-Oct-24 | CA Inf 15 | (Terjawab melalui Q22)

Komunikasi

Menurut

Bapak/Ibu, - -

apakah 16-Oct-24 | UPS Inf2 | Yakalau ini u.ntuk perkom 1/2024 kan'berlal'(u juga

ketentuan untuk perwakllgn. Tentu ada gos1a11sa51 dan itu juga

penyelenggar ada semacam bimbingan tekn%s ya, l.mtuk penggunaan

aan SPH.. Adp semacam.pendampmgan juga hal-hal

pelayanan teknis lainnya terkait dengan penguatan pelayanan

pengaduan pengaduan - = .

telah 11-Oct-24 | HK Inf3 Be}um rqungkm terjadi tugas utama kita dengan

dikomunikasi sosialisasi bakal perwakilan ya.

kan secara 14-Oct-24 | HSI Inf4 | Yasudah, cuma ya tentu harus diulang terus. Karena

tepat kepada yang berkepentingan dengan pelayanan pengaduan

seluruh unsur pasti akan belajar.

Einga?lggar Tapi security, sebagai lini terdepan, dia tahu nggak?

pengaduan Front office kita di sini, dia tahu nggak? Kepala biro

HAM? umum tahu nggak? Kalau orang penegakan pasti dia

baca tiap hari karena bagaimana nih kasus. Tapi di
samping itu kan ada unit lain yang terkait.

Karena mereka kan sebenarnya hanya menerima di
situ, mengarahkan. Menerima, mengarahkan.
Misalnya kalau pengaduannya sudah ada ini, tapi
belum tertulis. Kalau ada demo nih, seribu orang kan
udah tahu ditutup pintunya, pewakilan. Itu kan
kebiasaan aja, tidak dituangkan di dalam detail
daripada pelayanan pengaduan.




16-Oct-24

IIS

Inf5

Kalau menurut saya, itu sama sekali salah dan sangat
jauh dari yang kita harapkan. Kita tidak memiliki
toilet disabilitas, tidak memiliki guiding block, dan
SPBE sebagaimana yang dipersyaratkan untuk
penyerangan pelayanan publik. Itu kita masih
minimalis ya, kalau kita bilang. Tetapi kita juga harus
sadar diri, gedung Komnas HAM sendiri itu sangat
terbatas. Mungkin sekarang itu kalau kita bayangkan
dari sebelum-sebelumnya sudah jauh lebih baik,
tetapi terkait persyaratan pemberian layanan publik
itu masih banyak catatan-catatan ya kepada Komnas
HAM untuk dibilang penyelenggaraan pelayanan
publik di Komnas HAM itu baik.

11-Oct-24

ESM

Inf6

menurut saya secara berkala sudah kita lakukan ya,
terutama dengan penanganan kasus juga komunikasi
juga cukup baik antara komisioner, antara manajemen
dan juga teman-teman di staf, kita sudah terbangun
memang

Jadi kalau ada permasalahan sebisa mungkin kita
selesaikan di internal dulu kalau memang tidak bisa
kita naikkan secara berjenjang kepada lingkungan di
atasnya untuk pencarian solusi.

28-Oct-24

SA

Inf 8

Dulu pernah satu kali dari Komnas HAM Jakarta.
Nah tentunya perlu sosialisasi lebih lanjut mengenai
terkait sosialisasi peraturan ini.

Nanti apabila kalau misalnya ada peraturan tambahan
sop yang lebih lengkap yang sesuai dengan kita
bicarakan dengan Karo penegakan dulu sebelumnya
itu, kita butuh sosialisasi lebih lanjut lagi biar kita
paham untuk semua sop yang ada untuk penanganan
pengaduan ini

22-Oct-24

NY

Inf 9

(Tidak ditanyakan)

25-Oct-24

ASB

Inf11

(Tidak ditanyakan)

17-Oct-24

NSA

Inf 13

Kita sudah pernah melakukan sosialisasi pedoman ya
1 2024 itu ke provinsi di awal tahun, waktu itu
memang dilakukan secara daring, hybrid ya di kantor
komnas ham. Melibatkan juga teman-teman
perwakilan apa setkom provinsi.

Terus juga kepada stakeholder juga baru saja
dilakukan kemarin di tanggal 10 Oktober, ya itu juga
mengundang stakeholder, ada beberapa instansi
pemerintah dan NGO. T

Terus kemudian mungkin yang perlu diperdalam lagi
dengan teman-teman setkom itu adalah terkait dengan
hal baru yang tadi ya, ada mekanisme rujukan,
kemudian sama profil assessment, nah itu yang belum
dikomunikasikan secara lebih mendalam ya kepada
mereka gitu.

Karena kan kita terhambat juga dengan apa namanya
belum adanya apa namanya peta apa sih namanya?




kewenangan yang jelas di setkom, kemudian alurnya
karena kan kita punya perbedaan struktur untuk
penanganan kasus di pusat dan di setkom

11-Oct-24 | GBR Inf 14 | Ya kayanya ketentuan penyelenggaraan pengaduan
sih sudah dikomunikasikan dengan tepat dan jelas
kepada unsur penyelenggaraan pelayanan pengaduan.
16-Oct-24 | CA Inf 15 | Kalo ke perwakilan, saya kurang tahu. Itu kan
tugasnya dari manajemen yang berkomunikasi kan.
Tapi kalau untuk analis juga dikomunikasikan, karena
beberapa kali kita melakukan sosialisasi perkom di
lantai 3 kita. Analis pernah diundang untuk
sosialialisasi perkom
Menurut
Bapal/lbw. 176 524 [ UPS | Inf2
apakah
ketentuan 11-Oct-24 | HK Inf3 | (Tidak ditanyakan)
E;Eyelenggar 14-Oct-24 | HSI Inf4 | (Tidak ditanyakan)
pelayanan 16-Oct-24 | IIS Inf5 | (Tidak ditanyakan)
b eﬁzﬁaduan 11-Oct-24 | ESM | Inf6 | (Tidak ditanyakan)
dikomunikasi | 28-Oct-24 | SA Inf8 | Sudah kita lakukan, cuman kita butuh SOP yang
kan secara tegas, terpadu, dan bisa kita pedomani setiap saat
jelaskepada | 22-Oct-24 | NY Inf9 | (Tidak ditanyakan)
seluruh unsur . .
penyelenggar 25-Oct-24 | ASB Inf 11 | (Tidak ditanyakan)
a layanan 17-Oct-24 | NSA Inf 13 | (Tidak ditanyakan)
pengaduan
HAM? 11-Oct-24 | GBR Inf 14 | Ketentuan penyelenggaran ini kan sudah dibuat dan
disusun oleh teman-teman di masing-masing sub unit,
(di pengaduan, di arsip, dan data). Selain itu, seingat
saya sih sudah dilakukan sosialiasi juga kepada
penyelenggara pelayanan terkait ketentuan
penyelenggaraan. Bahkan untuk ketentuan ini sudah
disosialisasikan kepada K/L dan organisasi
masyarakat sipil
16-Oct-24 | CA Inf 15 | (Tidak ditanyakan)
venre |
Bapak/lbu, 15524 [UPS | Inf2
apakah
ketentuan 11-Oct-24 | HK Inf3 | Kalau perlu SOP ini ataupun Perkom ini selalu
penyelenggar diberikan pada saat pelatihan-pelatihan staf baru
aan misalnya




pelayanan 14-Oct-24 | HSI Inf4 | (Tidak ditanyakan)
i)eelgllgladuan 16-Oct-24 | IIS Inf5 | Pertama terkait penyelenggaraan klien pengaduan,
dikomunikasi seperti contohnya sosialisasi pertokoan kemarin ya,
kan secara itu sebe;narnya sudah kita sosialisasikan ya yvalaupun
terus- melalm Zoom. Untuk teman-teman pgrwakllan dan
menerus dan juga untuk geluruh staf yang memberikan layanan
Konsisten pengaduan 1?[11 sudah dilakukan. Nah untuk kepada
kepada masyarakat juga sebenarnya sudah ya, melalui
memang tidak seluruh ya, tapi mulai perwakilan
seluruh unsur ; .
penyelenggar ataupun pepdamplng ataupun lembaga yang berkaitan
dengan kerja kerja Komnas HAM terkait layanan
a layanan . )
pengaduan pepgadugn ya itu sebenarnya sudah dilakukan.
HAM? 11-Oct-24 | ESM Inf6 | (Tidak ditanyakan)
28-Oct-24 | SA Inf8 | (Tidak ditanyakan)
22-Oct-24 | NY Inf9 | (Tidak ditanyakan)
25-Oct-24 | ASB Inf 11 | (Tidak ditanyakan)
17-Oct-24 | NSA Inf 13 | (Perlu diselenggarakan secara terus menerus) lya ke
setkom
11-Oct-24 | GBR Inf 14 | Menurut saya ketentuan penyelenggaran sudah
dikomunikasikan secara terus-menerus dan konsisten.
Pada tahun ini dalam proses penyusunan
pembentukan ketentuan penyelenggaraan oleh Unit
DPP juga melibatkan pengguna layanan, NGO/LSM,
akademisi, serta K/L terkait dalam kegiatan FKP.
Kegiatan ini FKP juga rutin diselenggarakan setiap
tahun, walau dalam bentuk yang berbeda yak, ini kan
menunjukan adanya siklus rutin yang dilakukan oleh
DPP terkait pelibatan masyarakat dalam
pembentukan kebijakan layanannnya
16-Oct-24 | CA Inf 15 | (Tidak ditanyakan)
Bapak/lbu, 6 Oct24 | UPS | Inf2
apakah
terdapat 11-Oct-24 | HK Inf3 | keinginan secara kelembagaan atau berlaku itu
hambatan komitmennya komitmen ditingkatkan manajemen,
dalam enggak ada baik manajemen komnasham secara
mentransmisi kelembagaan atau manajemen di penegakan
kan informasi | 14-Oct-24 | HSI Inf4 | Kalau dia terlalu detil jadi susah. Yang menjadi
terkait tantangan bagaimana SOP itu tidak terlalu detil, tapi
ketentuan mampu diterapkan.
penyelenggar | 16-Oct-24 | IIS Inf5 | Yakalau hambatan sih sebenarnya pasti ada ya kalau
aan hambatan ya seperti tadi kan misalnya kendala kita
pelayanan kan komunikasi melalui zoom akan berbeda dengan
pengaduan komunikasi melalui tatap muka dan itu yang kalau
kepada saya termasuk temanteman baik di pusat sendiri
seluruh unsur dengan adanya zoom itu akan forumforum misalnya
penyelenggar kalau saya lebih cocok forumnya lebih kecil ya.
a layanan Karena bisa ekspresi kalau rame-rame itu ada segan,
pengaduan takut, malu, kalau salah, kalau saya sih lebih baik
HAM?

forum nya kecil ya untuk terkait kalau




mentransmisikan terkait informasi ya. Tapi kami juga
seperti tadi sebaiknya list to list ya offline

11-Oct-24

ESM

Inf6

Sebenarnya yang paling penting adalah persepsi ya,
persepsi dari masing-masing kita ya kalau kita masih
punya dua ego sektoral kayaknya

kalau persepsi kita masih terkotak-kotak ini bagian
saya, ini punya saya, ya saya kira nggak akan
berubah, pelayan kita akan lebiih sulit gitu. Itu Itu sih
yang utama ya.

28-Oct-24

SA

Inf 8

Kalau soal hambatan komunikasi tidak ada, relatif
tidak ada.

Cuman kita menunggu sosialisasi ini lebih lanjut
kalau, misalnya ada SOP yang perlu kita masukkan
ke dalam peraturan itu

22-Oct-24

NY

Inf9

(Tidak ditanyakan)

25-Oct-24

ASB

Inf 11

(Tidak ditanyakan)

17-Oct-24

NSA

Inf 13

Hambatan untuk pelaksanaan sosialisasi? Anggaran
kah, menurut saya. Kalo sosialisasi hanya melalui
online itu kadang kurang intensif begitu ya. Karena
beberapa mungkin peserta yang tergabung akan
sambil mengerjakan pekerjaan yang lain, begitu. Jadi
gak intens gitu ya karena disambi-sambi.

Nah terus juga kita berharapnya sih bisa mengundang
perwakilan temanteman dari setkom provinsi ke pusat
untuk melakukan sosialisasi. Namun ya lagi-lagi
mungkin karena terbentur anggaran.

Terus juga punya pengalaman terkait ada penyusunan
surat perlindungan di provinsi. Namun karena
memang tidak terinfo ke pusat, jadi saat ada pengadu
menanyakannya kita tidak bisa menjawab begitu. Jadi
kita perlu melakukan kontak konfirmasi ke
setkomprovinsi begitu.

Jadi mungkin ga tau gimana caranya ya, mesti karena
provinsi sendiri pernah jadi untuk implementasi
pedoman 1 2024 itu mungkin di provinsi mereka
sudah memahami apa saja yang baru begitu ya, apa
yang bisa dilakukan gitu.

Namun tidak adanya komunikasi ke pihak pusat itu
yang menurut saya bisa jadi salah satu kendala juga
gitu

Karena kan gimanapun kita satu ya sama-sama
komnas ham, jadi kalau ditanya sama mengadu
harusnya kita bisa memberikan jawaban. Namun
karena itu belum terkomunikasikan dengan baik




antara pusat dan setkom jadi kayak ada hambatan
banget

11-Oct-24 | GBR Inf 14 | Hmm apa ya.. mungkin awaraness dari masing-
masing pihak kali yak
16-Oct-24 | CA Inf 15 | Hambatan mungkin karena kita perlu baca aja.

Kita jangan hanya berpatok dari pelayanan
pengaduan, karena pelayanan pengaduan itu kan satu
rangkaian arsip dengan data ya kan.

Nah karena kita kan kerjanya saling terkait, kalau
bisa analis juga harus memahami dari Perkom dari isi
dari data dengan arsip begitu pula dengan data
dengan arsip harus memahami perkom dari unit yang
lain
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